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Konferensi Nasional Teknik Sipil 2 (KoNTekS 2) — Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Yogyakarta, 6 — 7 Juni 2008

KESENJANGAN ANTAR KOMPETENSI PENDIDIKAN
TINGGI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN
KONSTRUKSI

Muhamad Abduh', Biemo W. Soemardi', Reini D. Wirahadikusumah'

1Staf Pengadjar-Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung

ABSTRAK

Undang-undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan kepemilikan
sertifikat kerja bagi semua pekerja konstruksi. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK) merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam sertifikasi tenaga kerja
konstruksi, yang pada pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lembaga lain yang telah
diakreditasi oleh LPJK dan khusus untuk tenaga ahli konstruksi proses sertifikasi ini
dilakukan oleh asosiasi profesi. Dalam proses sertifikasi ini umumnya diterapkan
ketentuan persyaratan pengalaman kerja 2 hingga 4 tahun sebelum mendapat sertifikasi
tenaga ahli. Di sisi lain, pola pendidikan tinggi di Indonesia belum dapat mengakomodasi
persyaratan tersebut, sehingga lulusan suatu perguruan tinggi tidak dapat langsung
mendapat sertifikat dan dengan demikian kesempatan kerja di bidang konstruksi menjadi
berkurang. Meskipun LPJK telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi pemula bagi lulusan
pendidikan tinggi yang baru, namun hal ini menunjukkan bukan saja terdapat
kesenjangan persyaratan semata, melainkan lebih kepada terdapatnya kesenjangan
kompetensi antara pendidikan tinggi dengan kompetensi kerja konstruksi. Makalah ini
bertujuan untuk mendiskusikan dan mengusulkan alternatif pemecahan permasalahan
kesenjangan antara kompetensi pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian konstruksi
yang berakar pada belum adanya suatu pola penjaminan mutu yang terintegrasi dan
berkesinambungan antara proses pendidikan (yang direfleksikan oleh akreditasi
pendidikan) dan penjaminan kemampuan profesional (melalui pemberikan sertifikasi dan
lisensi). Sebagai salah satu alternatif pemecahan permasalahan ini adalah diperlukannya
upaya untuk mengakomodasi dengan efektif dan efisien kerjasama antara lembaga
pendidikan tinggi di bidang konstruksi dengan kebutuhan dunia kerja (profesi) yang
diwakili oleh lembaga sertifikasi profesi. Dengan demikian, pola hubungan kerjasama
yang sinergis tersebut diharapkan dapat memberikan pola pengembangan SDM di bidang
konstruksi yang terintegrasi dan berkesinambungan, baik dari sisi jenjang pendidikan
maupun lingkup dan kedalaman keahlian.

Kata kunci: akreditasi, keahlian konstruksi, kompetensi, lisensi, pendidikan tinggi,
sertifikasi.

A. PENDAHULUAN

Persyaratan mengenai kepemilikan sertifikat untuk semua pekerja konstruksi menjadi
suatu konsekuensi besar dengan diberlakukannya Undang-undang No 18 tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi (UUJK). Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
ditetapkan oleh UUJK tersebut menjadi lembaga yang bertanggungjawab dalam
sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh
lembaga lain yang telah diakreditasi oleh LPJK. Contohnya, khusus untuk tenaga ahli
konstruksi, sertifikasi suatu keahlian pada bidang konstruksi tertentu dilakukan oleh
asosiasi profesi yang terkait dengan bidang keahlian tersebut. Untuk mendapatkan
sertifikat, seorang pekerja konstruksi harus memiliki keahlian tertentu dan memiliki
pula pengalaman kerja 2 hingga 4 tahun.

Persyaratan pengalaman kerja bagi pekerja konstruksi untuk mendapatkan sertifikat
ini menjadi suatu masalah penting implementasi UUJK sehubungan dengan kenyataan
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bahwa pola pendidikan yang berlaku di negara ini tidak dapat mengakomodasi
persyaratan tersebut. Akibat dari permasalahan ini lulusan suatu program pendidikan
tinggi di negara ini tidak mungkin langsung mendapat sertifikat, atau dengan kata lain
kesempatan kerja mereka di bidang konstruksi menjadi berkurang.

Hal tersebut di atas juga merupakan suatu indicator masih terdapat keraguan terhadap
efektivitas mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku saat ini.
Masyarakat beranggapan bahwa produk dari suatu proses pendidikan yang telah
terakreditasi akan menjamin kemampuan lulusannya, atau dengan kata lain bahwa
akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau
BAN-PT seharusnya dapat menjamin kemampuan lulusan suatu perguruan tinggi yang
telah terakreditasi itu telah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh dunia
kerja. Namun demikian, harus diakui bahwa akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT
pada kenyataannya tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlepas
dari belum sempurnanya proses dan mekanisme akreditasi, sejauh ini BAN-PT hanya
menilai kelayakan suatu progam studi dan tidak menjamin kompetensi lulusannya.
Kompetensi lulusan suatu program pendidikan ditentukan oleh penyelenggara
program pendidikan itu sendiri.

Pada dasarnya permasalahan yang diuraikan di atas bersumber pada dua hal dasar,
yakni belum adanya atau belum terdefinisikan dengan baik pola dasar pengembangan
program pendidikan tingi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kompetensi
dunia kerja. Berangkat dari kelemahan tersebut, hal yang kedua dapat dirumusakan
sebagai belum adanya pola baku sertifikasi antara bidang pendidikan dengan bidang
profesi yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Dalam tataran formal,
permasalahan yang diuraikan di atas dapat dirumuskan menjadi belum adanya suatu
pola penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkesinambungan antara proses
pendidikan (yang direfleksikan oleh akreditasi pendidikan) dan penjaminan
kemampuan profesional (melalui pemberian sertifikasi dan lisensi). Kedua hal
tersebut bernaung pada dua payung hukum yang berbeda (UU no 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no 18 tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi). Dengan demikian, suatu upaya untuk mengakomodasi dengan efektif dan
efisien kerjasama antara lembaga pendidikan di bidang konstruksi dengan dengan
kebutuhan dunia kerja (profesi) yang diwakili oleh lembaga sertifikasi profesi menjadi
penting. Melalui rumusan tersebut diharapkan dapat diperoleh adanya pola
pengembangan SDM di bidang konstruksi yang terintegrasi dan berkesinambungan,
baik dari sisi jenjang pendidikan maupun lingkup dan kedalaman keahlian.

B. AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN LISENSI

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, terdapat suatu permasalahan yang terkait
dengan belum adanya kesinambungan antara mekanisme penjaminan mutu di bidang
pendidikan (akreditasi pendidikan tinggi) dengan mekanisme penjaminan mutu
kemampuan profesional (sertifikasi dan lisensi profesi). Karenanya penting untuk
diketahui makna dan fungsi dari masing-masing hal tersebut.

Akreditasi pendidikan merupakan suatu mekanisme penjaminan mutu terhadap suatu
program dan hasil pendidikan yang pelaksanaannya melibatkan lembaga
penyelenggara pendidikan dan lembaga pelaksana akreditasi, baik yang dilakukan
oleh pemerintah maupun institusi swasta. Mekanisme ini digunakan oleh pemerintah
sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan untuk melindungi kepentingan
masyarakat terhadap proses dan produk pendidikan.
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Di sisi lain, sertifikasi (profesi) merupakan suatu bentuk formal pernyataan yang
menjamin bahwa seseorang telah mempunyai kualifikasi dan/atau kompetensi untuk
melakukan tugas atau pekerjaan atau profesi tertentu. Serupa dengan akreditasi,
sertifikasi juga dilakukan oleh entitas yang mempunyai otoritas terhadap hal tersebut.
Sedang bila dilihat dari sisi kepentingan umum, secara umum fungsi sertifikasi sama
dengan akreditasi yakni memberikan jaminan perlindungan kepada kepentingan
umum terhadap proses dan hasil kerja seseorang pada bidang profesinya. Praktek
pemberikan sertifikasi ini dilakukan oleh suatu badan profesi independen yang
umumnya berupa asosiasi profesi.

Dalam prakteknya, bukti sertifikasi ini selanjutnya digunakan untuk menentukan
diijinkan atau tidaknya orang perseorangan untuk berpraktek dalam bidang profesinya
pada suatu lingkungan tertentu. Mekanisme ini dikenal dengan istilah lisensi, dimana
untuk memperoleh hal tersebut seseorang diwajibkan mendaftarkan diri pada otoritas
lingkungan tertentu. Proses pendaftaran diri ini dikenal dengan istilah registrasi dan
mereka yang dinyatakan tercatat untuk diijinkan berpraktek dikenal dengan sebutan
ahli/profesional terdaftar (registered professional).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya di antara konsep
tersebut terdapat saling keterkaitan. Dalam suatu rangkaian proses pendidikan dan
praktek profesi di lingkungan kerja (industri) mekanisme akreditasi (pendidikan)
mempunyai orientasi ke hilir sementara mekanisme sertifikasi dan lisensi berorientasi
ke hulu. Jika akreditasi lebih mengutamakan penjaminan mutu proses pendidikan
yang bermuara pada lulusan yang mempunyai kompetensi akademik tertentu, maka
mekanisme sertifikasi lebih berorientasi pada upaya penjaminan pemenuhan
kompetensi seseorang yang sesuai dengan persyaratan kerja atau profesi. Jadi dalam
konteks praktisnya, dalam suatu mata rantai pengembangan SDM, akreditasi dapat
dipandang sebagai mekanisme yang orientasinya adalah pasokan (supply), sementara
sertifikasi dan lisensi berorientasi pada kebutuhan (demand) (lihat Gambar 1). Konsep
akreditasi (pendidikan) menjamin mutu proses dan hasil pendidikan yang pada
gilirannya akan menjadi masukan bagi proses pengakuan (sertifikasi) kemampuan
profesi bagi lulusan lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab itu konsep-konsep
tersebut tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Orientasi Pasokan Orientasi Kebutuhan

Institusi
Pendidikan
Tinggi

Ahli

Calon Peserta Lulusan
s — ~_ </| Tersertifikasi

Didik [/

Lembaga
Akreditasi

Sertifikasi

L ]
L)
[ ]
{ ]
L]
L ]
L ]
' Lembaga
[ ]
L]
[ ]
[ ]
L]

Gambar 1. Struktur Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi

Di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa, Australia
serta banyak negara di kawasan Asia dan Afrika, lisensi dilakukan oleh suatu lembaga
yang mempunyai otoritas untuk itu. Lembaga tersebut bisa berupa lembaga
pemerintah atau lembaga lain. Dalam hal ini lisensi hanya berlaku pada wilayah kerja
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dimana lembaga tersebut mempunyai otoritas, dan umumnya hanya berlaku untuk
waktu yang terbatas, untuk kemudian dapat diperkenan untuk memperbaharuinya
kembhali.

Prosedur perolehan lisensi ini pada umumnya terdiri dari (meskipun untuk masing-
masing negara akan mempunyai persyaratan dan mekanisme yang agak berbeda):

a) Lulusan program pendidikan 4 tahun dari program pendidikan yang terakreditasi;

b) Memenuhi/lulus persyaratan wujian tertulis tentang dasar-dasar profesi
(kerekayasaan) yang diselenggarakan oleh institusi pemberi lisensi;

¢) Memenuhi persyaratan pengalaman kerja dalam bidang yang relevan di bawah
penyelia yang seorang ahli yang berlisensi;

d) Menyelesaian/lulus ujian pratek profesional (tertulis dan/atau komprehensif)
tentang keahlian dan keterampilan pada bidang profesi (rekayasa) yang dituju serta
etikan profesi oleh institusi pemberi lisensi.

Dari keempat tahapan persyaratan tersebut, tampak bahwa persyaratan lulus dari suatu
program studi 4 tahun (sarjana, bachelor degree) yang terakreditasi merupakan hal
yang mutlak schingga makna akreditasi dalam konteks pemberian sertifikasi dan
lisensi menjadi hal yang sangat penting.

Uraian di atas menunjukan bahwa institusi profesional (termasuk dalam hal ini adalah
asosiasi profesi) sangat mengandalkan mekanisme penjaminan mutu pendidikan pada
sistem akreditasi. Sistem ini tidak saja memberikan jaminan mutu yang akuntabel
tetapi juga sifatnya umum sehingga dapat dipadankan (comparable) untuk berbagai
program studi (pendidikan) yang berbeda. Dengan demikian maka, sekali lagi, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme akreditasi lembaga pendidikan dan mekanisme
sertifikasi profesi hendaknya bukan merupakan hal yang dipisahkan, melainkan harus
dilihat sebagai suatu kesatuan sistem yang berkelanjutan.

Pentingnya akreditasi program pendidikan dalam proses perolehan sertifikasi profesi
ini menempatkan posisi lembaga penyelenggara pendidikan di tempat strategis.
Dengan adanya pengakuan terhadap mekanisme penjaminan mutu pendidikan melalui
sistem akreditasi, maka lembaga penyelenggara pendidikan sudah memperoleh
pengakuan dari lembaga profesi (asosiasi profesi) bahwa lulusannya telah memenuhi
sebagian (awal) persyaratan menuju perolehan sertifikasi. Konsekuensinya, bagi
lembaga penyelenggara (program) pendidikan yang tidak terakreditasi maka
lulusannya tidak berhak memperoleh sertifikasi. Dalam skema seperti ini hal ini
tentunya akan berdampak pada lembaga pendidikan yang tidak terakreditasi, dimana
lulusannya tidak mungkin memperoleh sertifikasi.

Saat ini masih sering terjadi kerancuan atau kesalahan persepsi mengenai makna dari
sertifikasi dan lisensi profesi. Salah satu contoh kerancuan tersebut adalah dalam
memandang sertifikasi sebagai persyaratan kerja, sehingga orang perseorangan
meskipun telah memenuhi sebagian persyaratan sertifikasi tidak akan memperoleh
lisensi dan dilarang bekerja di lingkungan profesinya. Meskipun keduanya secara
praktis merupakan dua hal berkaitan sangat erat, praktek fungsionalnya berbeda cukup
signifikan. Seperti telah dijelaskan di muka, praktek pemberikan sertifikasi berkaitan
dengan formalitas pernyataan tentang kualifikasi dan/atau kompetensi untuk
melakukan tugas atau pekerjaan atau profesi tertentu, sedangkan lisensi merupakan
suatu bentuk perijinan formal bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan, tugas atau
tertentu dan hanya berlaku di wilayah tertentu pula.
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Dalam konteks Jasa Konstruksi di Indonesia apa yang tercantum dalam Pasal 9 UU
No. 18/1999, menyiratkan bahwa sertifikasi merupakan syarat formal yang sah untuk
bekerja di lingkungan kerja jasa konstruksi di Indonesia. Di sini sertifikasi diartikan
sebagai lisensi. Akibatnya jika seseorang tidak mempunyai sertifikasi sebagaimana
telah ditetapkan, meskipun yang bersangkutan telah mempunyai kecukupan formal
dalam hal pendidikan, tetap tidak diperkenankan bekerja. Hal ini tentunya merugikan
dan menghambat perkembangan karier profesional individual tersebut. Tanpa
sertifikasiyang bersangkutan tidak akan dapat bekerja, sementara salah satu syarat
untuk memperloleh sertifikasi adalah justru pengalaman kerja. Memahami kondisi
seperti ini tentunya permasalahan ini perlu dicarikan solusinya agar produk
pendidikan tinggi dapat bekerja dan selanjutnya memenuhi persyaratan sertifikasi.

Merujuk pada apa yang dipraktekan di banyak negara, sebagaimana diuraikan dalam
mekanisme persyaratan lisensi di atas, berdasarkan rumusan pada butir ketiga (c)
dapat disimpulkan bahwa lulusan program pendidikan (tinggi) yang terakreditasi tetap
boleh bekerja selama yang bersangkutan berada di bawah pengawasan dan
tanggungjawab (supervisi) ahli yang sudah berlisensi. Dengan demikian pengalaman
selama bekerja di bawah pengawasan ahli tersebut dapat digunakan sebagai
pemenuhan sebagian syarat perolehan sertifikasi dan/atau lisensi.

C. KESENJANGAN KOMPETENSI

Secara umum gambaran kesenjangan antara kompetensi lulusan suatu program
pendidikan tinggi dengan kompetensi keahlian individu berdasarkan kebutuhan
profesi diakibatkan karena orientasi keduanya memang berbeda dan juga karena
belum adanya perumusan kurikulum pendidikan yang mampu secara utuh menjawab
kebutuhan industri. Salah satu alternatif penjembatan kesenjangan tersebut adalah
dengan lebih meningkatkan intensitas interaksi antara pendidikan tinggi dengan dunia
profesi melalui mekanisme kerja praktek atau magang (internship). Meski demikian,
di luar isu tersebut masih terdapat berbagai hal yang juga perlu mendapat perhatian
sebagai berikut:

1. Keseragaman antara kompetensi yang dikeluarkan oleh LPJK dengan
Asosiasi.

Dalam Undang-undang no 18 tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi LPJK ditetapkan
sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi profesi, yang kewenangan tersebut
dapat dilimpahkan ke asosiasi profesi yang telah mendapat ajreditasi dari LPJK.
Pelimpahan kewenangan sertifikasi ini memberikan konsekuensi penetapan
persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Isu yang
muncul berkaitan dengan hal ini adalah sejauh mana bakuan kompetensi yang
disusun oleh LPJK berkesesuaian dengan bakuan kompetensi yang disyaratkan
oleh masing-masing aosiasi profesi. Standard minimum yang ditetapkan oleh LPJK
mengacu pada persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh individu lulusan
suatu program studi (sarjana atau diploma 4). Sayangnya standard ini tidak
sepenuhnya sama dengan apa yang ditetapkan oleh masing-masing asosiasi profesi.
Dalam hal ini jika seorang individu telah memenuhi standar minimum persyaratan
kompetensi yang ditetapkan oleh LPJK berarti otomatis memenuhi persyaratan
minimum pada asosiasi profesi. Dalam posisi independensi dan daya tawar yang
tinggi kebijakan seperti ini tampaknya akan sulit diterima oleh asosiasi profesi,
meskipun kondisi sebaliknya lebih mungkin terjadi. Untuk mengatasi kesenjangan
ini, sudah sepatutnya LPJK menetapkan standard kompetensi keahlian minimum
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yang digunakan sebagai acuan bagi asosiasi profesi terakreditasi. Berdasarkan
standar tersebut selanjutnya masing-masing asosiasi dapat menetapkan kompetensi
tambahan yang relevan dengan keahlian pada profesi masing-masing. Standard
kompetensi ini seyogyanya didasarkan pada kompetensi Iulusan program
pendidikan sarjana (S1) atau diploma (D4).

2. Keterkaitan program studi dengan asosiasi profesi.

Dengan semakin terdiversifikasinya program pendidikan yang pada umumnya
mengerucut pada keahlian yang lebih spesifik (spesialisasi), maka keberadaan
program studi dan asosiasi terkait perlu juga diperhatikan.  Jika dilihat dari
keberadaan program studi (terutama di tingkat magister) dan keragaman asosiasi
profesi, tampaknya ada keselarasan di antara keduanya. Khusus di lingkungan
keilmuan teknik sipil, program studi magister pada umumnya mempunyai opsi atau
bidang konsentrasi pilihan yang sesuai dengan asosiasi profesi. Hal tersebut
tampaknya terjadi karena adanya kebutuhan dari keahlian profesi terhadap suatu
program pendidikan yang dapat mengakomodasi peningkatan keahlian yang
spesifik relevan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh profesi. Misalnya program
rekayasa struktur untuk memenuhi kebutuhan program pendidikan ahli struktur.
Demikian juga dengan keahlian transportasi dan sebagainya. Jika keterkaitan
tersebut merupakan suatu keharusan, maka bagaimana dengan program studi yang
tidak mempunyai padanan asosiasi keahlian atau sebaliknya? Untuk menjawab hal
ini maka harus dipahami prinsip bahwa program pendidikan semata dirancang
untuk memenuhi kebutuhan (dunia kerja) profesi, tetapi juga untuk pengembangan
ilmunya sendiri atau tujuan-tujuan lain (enrichment of human intellectuality).
Karena keragaman (asosiasi) profesi akan terus berkembang, hal tersebut tidak
harus diikuti dengan pengembangan dan penyelenggaraan program yang spesifik
relevan terhadap profesi tersebut, tetapi bisa pada upaya pengkayaan pada
keilmuan dasar yang ada. Jika pendidikan dipaksa “mengikuti” kebutuhan pasar,
maka sifatnya hanya akan tergantung pasar dan bila sudah jenuh akan mati.
Program pendidikan seperti ini di tingkat magister sebaiknya diarahkan ke orientasi
terapan, yang pada dasarnya dikembangkan dari program pendidikan berorientasi
keilmuan. Tujuan program pendidikan magister adalah penajaman penguasaan
keilmuan yang lebih spesifik daripada broad scope body of knowledge suatu ilmu
tertentu (di level S1) yang orientasinya dapat berupa pendalaman dan
pengembangan keilmuan atau pun untuk penajaman penerapan keilmuan tersebut.
Kebutuhan asosiasi atau badan yang berafiliasi dengan program magister tidak
harus selalu ada dan sifatnya asosiasi one-fo-one karena hal tersebut akan terlalu
mahal dan tidak efektif. Untuk menjawab perlu tidaknya suatu program studi
berafiliasi dengan asosiasi profesi harus dilihat kembali objektif dari pendirian
suatu asosiasi profesi, yakni meningkatkan dan menegakan profesionalisme.

3. Sub-bidang profesi.

Pembagian profesi menjadi sub-bidang tentunya tergantung keinginan (interest)
pembaginya. Dasarnya adalah posisi kerja profesi yang dikenal di lingkungan
industri/kerja. Semakin sempit lingkupnya dipercaya akan semakin tajam
kemampuan profesionalisme-nya. Tetapi hal ini sebaliknya akan mempersempit
ruang gerak peluang kerja bagi professional-nya. Seyogyanya LPJK mempunyai
dasar untuk hal ini, dengan mengacu pada kelompok profesi yang umum dikenal di
dunia, seperti civil engineer, mechanical engineer, atau yang lebih spesifik
structural engineer, geotechnical engineer, hydrologist, construction manager,
process engineer, dsb.
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4. Perumusan stratifikasi sertifikasi keahlian.

Dasar perumusan standard kompetensi dan stratifikasi sertifikasi merupakan hal
kruisial yang harus segera diselesaikan. Penyelesaian rumusan ini oleh LPJKN
akan sangat membantu dalam menyelaraskan sertifikasi yang dilakukan oleh
masing-masing asosiasi profesi dengan apa yang dirumuskan oleh LPJK sendiri.
Dasar pembuatan stratifikasi sertifikasi keahlian adalah untuk merefleksikan
adanya perbedaan kompetensi pemegang sertifikat. Hal ini diperlukan agar
masyarakat umum dapat dengan mudah membedakannya untuk keperluan
anggungjawab dan ketepatan penugasan (semacam division of labor, atau
spesialiasi). Dasar perumusannya adalah kualitas (kompetensi), yang tentu saja
dapat dicerminkan dari ukuran-ukuran kuantitas (misalnya lama pengalaman kerja,
jumlah nilai kontrak pekerjaan yang pernah jadi tanggungjawabnya, dsb)

5. Penjenjangan program pendidikan.

Sistem penjenjangan program pendidikan (D3, D4, S1, S3, S3) hendaknya juga
diperhatikan dengan lebih seksama oleh LPJK dalam merumuskan standard
kompetensi minimum. Karena educational outcome dari masing-masing program
pendidikan berbeda, maka LPJK perlu menetapkan kesesuaian dengan standard
kompetensi minimum dari masing-masing program pendidikan tersebut sebagai
bagian rangkaian yang terintegrasi. Tidak saja terhadap kurikulum program
pendidikan, pengalaman yang dibutuhkan dan/atau pelatihan tentunya perlu
disesuaikan dengan educational outcome, characteristic/competency lulusan dan
posisi dan/atau tugas lulusan tersebut dalam dunia kerja. Jika merujuk pada
sertifikasi sebagai rangkaian input-proses-output, maka upaya mencapai tingkat
output tertentu (kompetensi keahlian) melalui suatu proses sertifikasi akan
mensyaratkan kualitas input tertentu juga. Dengan demikian, maka LPJK dan/atau
asosiasi profesi perlu lebih tegas merumuskan standar-standar minimum
kompetensi keahlian untuk setiap jenjang (stratifikasi) keahlian dan untuk setiap
jenjang program pendidikan (D4, S1, S2)

6. Fungsi dan peran pelatihan dalam proses sertifikasi.

Beberapa asosiasi melaksanakan pelatihan sebagai bagian dari persyaratan untuk
memperoleh sertifikasi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaiman aperan
pelatihan tersebut dalam proses sertifikasi, apakah sesuatu yang mutlak atau masih
merupakan suatu pilihan. Pelatihan dalam proses sertifikasi, bertujuan untuk:
membiasakan calon dengan materi dan mekanisme assessment, dan
memperkenalkan calon dengan berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan
industri/profesi, misalnya etika profesi dsb. Melalui pelatihan ini tentunya yang
akan ditingkatkan adalah aspek kualitas yang mencerminkan kompetensi calon,
namun dalam kondisi khusus aspek kuantitas (lamanya) pelatihan kiranya dapat
diekuivalenkan dengan sejumlah waktu untuk menggantikan sebagian persyaratan
pengalaman kerja.

7. Fungsi portofolio dalam sertifikasi.

Portofolio merupakan rekam jejak (frack record) pengalaman akademik dan
professional, yang digunakan sebagai acuan penilaian kompetensi dan kapasitas
calon penerima sertifikasi. Meski yang lebih diutamakan adalah kualitas (termasuk
penilaian terhadap maturity and competence), kompetensi juga dapat dinilai dari
“kuantitas” pengalaman kerja. Kualitas kompetensi tidak selamanya mampu
merefleksikan kualitas kompetensi. Seseorang yang teah mengikuti sejumlah
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waktu pendidikan tidak selalu diartikan lebih berpengalaman. Demikian pula
orang yang mempunyai pengalaman di banyak proyek pada level tanggungjawab
yang sama (rendah) tentunya akan mempunyai penilaian tersendiri dibandingkan
seseorang yang hanya pernah terlibat di satu dua proyek yang lebih kompleks

8. Stratifikasi Akreditasi program studi dan kaitannya dengan kompetensi
keahlian.

Saat ini BAN-PT melakukan akreditasi terhadap program studi yang diwujudkan
dalam 4 kondisi: terakreditasi A, terakreditasi B, terakreditasi C atau tidak
terakreditasi. Sejauh ini belum tampak adanya rumusan mengenai konsekuensi
pembagian strata akreditasi tersebut dengan kualitas lulusan dan kompetensi
keahlian yang dimiliki, atau pun sikap dari asosiasi profesi dan LPJK terhadap
gradasi akreditasi tersebut. Sertifikasi adalah mekanisme penilaian/assessment
terhadap individu, sementara akreditasi dilakukan terhadap lembaga. Dengan
demikian, pada prinsipnya, seseorang yang lulus dari sutau PT terakreditasi tidak
otomatis dapat disertifikasi, dan sebaliknya. Demikian pula dengan stratifikasi
akreditasi (A, B, atau C) seharusnya tidak mempengaruhi kualitas sertifikasi
individu. Tetapi untuk kemudahan mekanisme penjaminan mutu secara luas
(nasional) maka ide akreditas lembaga pendidikan dianggap akan membantu
masyarakat (termasuk profesi dan industri) untuk memperoleh keyakinan bahwa
suatu proses yang baik (terakrediasi) akan menghasilkan luaran (lindividu lulusan)
yang baik pula.

D. SINKRONISASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI DAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN

Terkait dengan kesenjangan yang teridentifikasi antara kompetensi pendidikan tinggi
dengan kompetensi keahlian, isu kruisialnya yang perlu segera dipecahkan adalah
bagaimana menjamin keselarasan program akreditasi pendidikan dengan persyaratan
dan mekanisme sertifikasi profesi. Apakah akreditasi program pendidikan akan secara
otomatis diakui oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam hal pemberian
sertifikasi profesi?

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pada tahapan sertifikasi tidak ada secara
spesifik keharusan bagi lembaga pemberi sertifikasi untuk mengacu pada suatu sistem
akreditasi tertentu. Sebaliknya sistem akreditasi pendidikan yang diterima oleh
lembaga sertifikasi akan ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Dengan demikian maka
kesesuaian persyaratan kompetensi yang diharapkan oleh pelaksana program
sertifikasi harus sesuai dan dapat dipenuhi oleh lulusan lembaga penyelenggara
program pendidikan sebagaimana dijamin oleh proses mekanisme akreditasinya.

Masalahnya timbul manakala kebutuhan (demand orientation) lingkungan profesi
(kerja), yang dicerminkan dalam persyaratan sertifikasi profesi, tidak seuai dengan
hasil (outcome) dari hasil proses pendidikan (supply orientation) yang telah
terakreditasi. Kritik yang mengemuka di kalangan praktisi adalah bahwa orientasi
pendidikan diarahkan sesuai dengan presepsi pihak pendidik mengenai sosok profil
kompetensi lulusan, yang utamanya lebih berorientasi pada keilmuan teoritis.
Sebaliknya apa yang diharapkan oleh kalangan praktisi profesi lebih diorientasikan
pada kebutuhan kompetensi praktis. Dalam prespektif ketenaga-kerjaan, perbedaan
orientasi inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan antara sisi pasokan
(perguruan tinggi) dengan sisi pengguna lulusan.
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Untuk menjembatani kesenjangan tersebut maka lembaga sertifikasi profesi dan
lembaga akreditasi pendidikan harus lebih saling mendekatkan diri dan merumuskan
profil pendidikan yang lebih mampu mewadahi kebutuhan kedua belah pihak. Salah
satu solusinya adalah dengan melibatkan lembaga sertifikasi profesi (asosiasi profesi)
dalam merumuskan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan akreditasi lembaga
(program) pendidikan. Secara umum, gambaran kebutuhan untuk menjembatani
kesenjangan ini terutama untuk program D3, D4 dan S1 dapat dilihat pada Gambar 2
berikut:

Orientas1 Pasokan H Orientas1 Kebutuhan
H

Lulusan D3/
D481 dengan

1
i |
' I
SKA-P 1
'
H
H
H
' Lembaga
Huburgan Kaordinasi [
i
1

Gambar 2. Sinkronisasi Akreditasi Program D3/D4/S1 dan Sertifikasi Profesi

Pada gambar ini terlihat bahwa untuk program pendidikan D3, D4 dan S1, proses
sinkronisasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi, dalam hal ini LPJK dan asosiasi
profesi, berkoordinasi dengan lembaga akreditasi pendidikan tinggi, dalam hal ini
BAN-PT. Perlu suatu kesepakatan untuk hal ini bagi asosiasi profesi untuk dapat
bekerja sama dengan BAN-PT dalam melakukan akreditasi program studi D3, D4 dan
S1. Mekanismenya dapat berupa terdapatnya salah satu anggota assessor di BAN-PT
yang berasal dari asosiasi profesi terkait dengan program studi yang akan diakreditasi.

Institusi

Calon Peserta
Didik

Assessment SKA

linagi

Lembaga
Akreditasi

Dengan model ini, maka asosiasi profesi akan melakukan kegiatan pre-audit terhadap
kompetensi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Keuntungan darimodel pre-audit
ini adalah proses sertifikasi menjadi sangat efisien, karena sudah terintegrasi dalam
proses akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan satu kali untuk suatu program studi,
bukan orang-perorang. Untuk Sertifikat Keahlian Pemula (SKA-P), mekanisme
sinkronisasi ini akan sangat terasa manfaatnya bagi proses sertifikasi, sedangkan
untuk proses sertifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) hal ini akan menjadi bagian aspek
penjaminan kualitas yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi terhadap lulusannya.
Tingkatan akreditasi program studi, yaitu A, B, dan C, akan menentukan apakah
lulusan program studi tersebut akan mendapatkan SKA-P secara otomatis.

Di lain pihak, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan program
studinya dengan melakukan berbagai kegiatan yang lebih melibatkan dunia kerja aau
profesi, seperti kerja praktek atau magang. Dalam hal ini, keberlangsungan program
kerja praktek dan magang sangat tergantung kepada ketersediaan tempat di industri.
Ketersediaan tempat kerja praktek dan magang di industri merupakan tantangan
tersendiri bagi industri dan merupakan bagian dari sinkronisasi yang sebaiknya
dilakukan. Selain itu bagi perguruan tinggi, nampaknya akan menjadi suatu pilihan
yang strategis untuk menjadikan kurikulumnya terbuka. Dalam hal ini, kurikulum
suatu program studi seharusnya dapat mengakomocdasi kebutuhan di industry dan
profesi serta mengantisipasi perubahan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, untuk program pendidikan S2 atau magister, maka model sinkronisasi
akan berbeda sedikit dari model sebelumnya, namun dengan prinsip yang sama.
Model ini dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Sinkronisasi Akreditasi Program S2 dan Sertifikasi Keahlian

Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada kemungkinan peserta didik S2 memiliki
pengalaman dan juga telah Iulus dari perguruan tinggi, baik D4 ataupun S1, yang
terakreditasi. Selain itu, terlihat pula bahwa perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan S2 tetap harus terakreditasi oleh BAN-PT.

Mekanisme sikronisasi seperti pada model sebelumnya dapat dilakukan pula di sini,
yaitu asosiasi profesi berperan serta dalam proses pre-audit dengan BAN-PT untuk
suatu program studi terkait. Selain itu, asosiasi profesi tetap dapat melakukan post-
audit dalam rangka sertifikasi keahlian terhadap lulusan program pendidikan S2 ini
untuk mendapatkan SKA-P dan SKA. Tingkatan akreditasi program studi, yaitu A, B,
dan C, akan menentukan apakah lulusan program studi tersebut akan mendapatkan
SKA-P secara otomatis.

Dibandingkan dengan proses sertifikasi pada program studi D4 dan S1, proses
sertifikasi untuk memperoleh SKA untuk lulusan program S2 hendaknya memberikan
kelebihan dalam bentuk pengurangan syarat waktu pengalaman kerja. Dalam hal ini,
syarat pengalaman kerja bagai lulusan suatu program studi dapat digantikan dengan
masa studi. Atau dengan kata lain, masa studi ekivalen dengan sejumlah pengalaman
kerja. Secara skematik mekanisme ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ahli Ahli Ahli
RSS2 Muda Madya Utama
‘ 0 tahun ? tahun L x tahun Ly tahun ;‘ 7 tahun
Pengalaman Kerja ‘ _ | > Tahun

D3/D4/S1 Magister

Gambar 4. Ekivalensi Waktu Studi terhadap Persyaratan Pengalaman Kerja

E. KESIMPULAN

Secara umum hasil kajian terhadap karakterisktik program pendidikan tinggi dalam
kaitannya dengan kesiapan lulusannya sebagai tenaga ahli konstruksi dipengaruhi oleh
strata kependidikan dan orientasi kependidikannya. Dalam konteks keahlian
konstruksi, hasil kajian menunjukan bahwa:

a) Untuk pendidikan vokasi diploma 3 (D3) kesenjangan kompetensi lulusan
terhadap persyaratan kompetensi keahlian yang ditetapkan oleh LPJK (SKA)
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ternyata masih cukup tinggi. Hal ini terjadi karena tampaknya bakuan kompetensi
keahlian LPJK mengacu pada kompetensi hasil pendidikan dengan kurikulum
yang setara dengan pendidikan 4 tahun.

b) Sedangkan untuk pendidikan vokasi D4, kesenjangan ini ternyata masih cukup
besar karena pendidikan tambahan satu tahun (di atas D3) tidak mengisi
kesenjangan umum yang disebut di butir a) di atas tetapi lebih mengarah kepada
penajaman pada bidang tertentu (konsentrasi).

¢) Untuk pendidikan sarjana S1, kesenjangan ini cukup berkurang. Meski demikian
pengurangan ini pun masih perlu kajian yang mendalam karena belum adanya
kejelasan cakupan bahasan sesuai topik kuliah yang ada. Selain itu patut kembali
dipertanyakan apakah kebutuhan untuk mengisi kesenjangan tersebut memang
sudah sesuai dengan kebutuhan umum di lapangan bagi profesi kosntruksi.

d) Bagi lulusan program magister S2, kesenjangan tersebut masih tetap ada karena
pendidikan S2 lebih ditujukan guna mengisi kebutuhan kompetensi spesialis di
masing-masing profesi.

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, persyaratan pengalaman kerja menjadi suatu
keharusan. Hal ini sebenarnya telah dirumuskan dalam persyaratan sertifikasi yang
ada. Meski demikian perlu dirumuskan secara lebih spesifik bentuk pemenuhan
persyaratan kerja yang lebih mudah dipenuhi oleh calon. Rumusan tersebut antara
lain dapat diwujudkan dalam bentuk materi pelatihan yang lebih relevan dengan
kesenjangan, atau dengan mengurangi lingkup pengalaman pada bidang-bidang yang
relevan dengan kompetensi umum saja. Alternatif pengkayaan pengalaman dapat
dilakukan melalui upaya memasukan aspek pengenalan industri/profesi ke dalam
kurikulum pendidikan, misalnya dalam bentuk kuliah kerja praktek, penugasan
lapangan atau bahkan program pemagangan di industri (apprenticeship).

Sebagai tindaklanjut analisis tersebut diperlukan adanya rumusan konsep format
standar akreditasi proses pendidikan yang akan digunakan oleh lembaga yang terkait
dengan sertifikasi tenaga kerja ahli konstruksi. Rumusan ini hendaknya
mengakmodasi peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

a. Proses dan mekanisme penerbitan SKA-P yang saat ini berlaku dikembangkan
dengan mengacu pada pola sertifikasi melalui proses magang seperti yang berlaku
di berbagai negara seperti USA, Australia, dan Singapura (mekanisme Engineer’s
In Training, EIT). Dalam hal ini proses pemagangan hendaknya juga dapat
difasilitasi oleh LPJK.

b. Agar kesenjangan antara pendidikan tinggi denga kebutuhan dunia profesi dapat
lebih dijembatani, maka dalam proses akreditasi pendidikan tinggi BAN-PT
hendaknya juga melibatkan asosiasi profesi yang relevan.

c. Bagi Ilulusan program pendidikan tinggi yang belum terakreditasi perlu
dikembangan suatu mekanisme penilaian khusus yang lebih komprehensif yang
dilakukan langsung oleh asosiasi profesi. Alternatifnya, mekanisme ini dapat
dirumuskan sesuai dengan arahan dari LPJK.
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